
WALIKOTA BANDAR LAM PU NG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG

ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Memmbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi
di Kota Bandar Lampung, maka perlu disusun
pengaturan teknis Angkutan Orang dan Barang dl
Kota Bandar Lampung;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada
huruf a tersebut dl atas perlu membentuk
Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)
ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1
Sumatera Selatan sebagai Undang-LJndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

1



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3213);

5, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah
Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung mcnjadi
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29
Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013
tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan
Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam
Trayek;

8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 93
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Izin Trayek;

9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor
07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
(Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun
2017 Nomor 7);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkam PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN
PASAR DAN PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLA
PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenantgan daerah otonom,

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung*
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya

disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah
yang pendiriannya diprakahsai oleh Pemerintah
Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dan kekayaan daerah yang
dipisahkan ' dan dibentuk khusus sebagai
penyelenggara *

5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Pasar Tapis
Berseri Kota Bandar Lampung yaitu BUMD yang
bergerak dibidang Jasa Pengelolaan dan Pelayanan
Perpasaran di Kota Bandar Lampung.

6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas
Perusahaan Daerah PD Pasar Tapis Berseri Kota
Bandar Lampung.

7. Direksi adalah Direksi Perusahaan PD Pasar Tapis
Berseri Kota Bandar Lampung.

8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan PD Pasar
Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

9. Pasar adalah ternpat pertemuan penjual dan
pembeli yang bersifat umum dan teratur serta
diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/
pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios
serta bentuk lainnya yang dikeIola Perusahaan
Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung
dan khusus disediakan untuk pedagang.

10. Pasar Tradisional adalah pasar tempat
dilakukannya kegitan jual belt dengan usaha dan
modal kecil yang proses transaksinya dengan cara
tawar menawar.
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1 1. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap
Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk
Angkutan Barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran.

12. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda
dua dengan atau tanpa rumah dan dengan atau
tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor
roda tiga tanpa rumah.

13. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor
angkutan orang yang memiliki tempat duduk
maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak iebih dari
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

14. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang
dirancang sebagian atau seluruhnya untuk
mengangkut barang.

15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan
orang yang memiliki tempat duduk Iebih dari 8
(delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang
beratnya Iebih dari 3.500 kilogram.

16. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi
adalah Angkutan dengan Menggunakan Mobil
Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan
dilengkapi dengan argometer yang
melayaniAngkutan dari pintu ke pintu dengan
wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

17. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah
angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum tidak dalam Trayek dengan menggunakan
Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum
untuk keperluan angkutan antar jemput,
angkutan karyawan, angkutan permukiman,
angkutan carter, dan angkutan sewa umum serta
angkutan sewa khusus.

18. Angkutan Orang untuk Keperluan Parf wisata
adalah Angkutan, dengan menggunakan mobil
penumpang umum dan mobil bus umum yang
dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan
wisata serta memiliki tujuan tempat wisata,

19. Angkutan Orang di Kawasan Tententu adalah
Angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang dioperasikan di jalan
lokal dan jalan lingkungan.

20. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek
yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan
Angkutan Orang.

21. Trayek adalah lintasan umum untuk pelayanan
jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil
penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap
maupun tidak berjadwal
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22. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu
tempat ke tempat lain dalam satu kawasan
perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum
atau mobil penumpang umum yang terikat dalam
trayek.

- BAB II
ANGKUTAN ORANG

Bagian Kesatu
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Dalam Trayek

Paragraf 1
Angkutan Perkotaan

Pasal 2

Pelayanan angkutan perkotaan meliputi antara lain ;
a. pelayanan angkutan perkotaan yang melayani

trayek utama;
b. pelayanan angkutan perkotaan yang melayani

trayek pengumpan atau Feeder.

Pasal 3

Pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa) 2 huruf a harus didukung oleh :
a. Angkutan massal dengan menggunakan mobil bus

sedang seauai dengan Standar Pelayanan Minimal
yang telah ditetapkan.

b. Lajur khusus yang di pisahkan dengan marka solid
paling kiri dan tidak diperkenankan menyalip dan
atau mendahului.

c. Angkutan Perkotaan yang melayani Trayek Utama
yang terhubung dengan Angkutan Perkotaan yang
melayani Trayek Pengumpan.

d, Halte penumpang yang menyesuaikan dengan
spesifikasi kendaraan angkutan massal.

e, Perusahaan yang berbadan hukum atau Unit
Pelaksana Teknis maupun Badan Layanan Usaha
dibidang Jasa Transportasi yang pengelolaannya di
bawah naungan Pemerintah Daerah.

f. Lintasan yang memiliki asal dan tujuan melalui
terminal penumpang.

Pasal 4

Pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b harus didukung oleh :
a, kendaraan dengan jenis mobil penumpang umum

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang
telah ditetapkan;

5



b. trayek angkutan pengumpan (feeder) yang
terhubung dengan angkutan perkotaan yang
melayani trayek utama;

c. mas Jalan dengan menggunakan lajur paling kiri
dan tidak dipcrkenankan menyalip dan atau
mendahului;

d.> lintasan yang memiliki asal dan tujuan melalui
terminal penumpang dan terhubung dengan trayek
utama.

Pasal 5

(I) Setiap angkutan orang perkotaan untuk jenis
angkutan pengumpan atau feeder Penumpang
Umum (non bus) wajib memiliki warns cat
kendaran berwama

(2) Angkutan kota tidak dipcrkenankan menambah
atau mengurangi spesifikasi kendaraan yang telah
ditentukan oleh Agen TunggaJ Pemegang Merk
(ATPM), memodifikasi kendaraan di luar ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota
ini.

Paragraf 2
Ruts Angkutan Kota

Pasal 6
*■

(1) Koridor Angkutan Perkotaan yang melayani Trayek
Utama :
a. Rajabasa-Panjang

- Berangkat : sepanjang 20,85 km
Terminal Rajabasa - JL Z.A. Pagar Alam - Jl.
Soemantri Brojonegoro (Unila) - JI. Teuku
Umar - Kotaraja — JL Raden Intan - JI. P.
Diponegoro — JI. Sultan Hassanudin - J].
WR. Supratman - JL Yos Sudarso -
Terminal Panjang.

- Pulang : sepanjang 22,45 km
Terminal Panjang - Jl. Yos Sudarso - JI.
Laks. Malahayati - Jl. Ikan Kakap - Jl. Ikan
Tenggiri - Jl. W.R. Supratman - Jl,
Pattimura - JL P. Diponegoro - Jl. Jend.
Ahmad Yani - JL R.A, Kartini - Jl. Teuku
Umar - Jl. Z.A. Pagar Alam - Jl. Soemantri
Brojonegoro (Unila) - Terminal Rajabasa.

b. Rajabasa - Panjang (Via Bypass)
- Berangkat : sepanjang 20,17 km

Terminal Rajabasa - JL Kapten Abdul haq -
JL Soekamo Hatta - JL Teluk Ambon — JL
Yos Sudarso -Terminal Panjang.

- Pulang : sepanjang 20,17 km
Terminal Panjang - Jl. Yos Sudarso - Lap.
Baruna - Jl. Soekamo Hatta - JL Kapten
Abdül Haq — Terminal Rajabasa.
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c,

*

Perum Korpri — PP1 Lempasing
- Berangkat : sepanjang 22,90 km

JL Letjen Rya Cudu — Jl. Sultan Agung - JL
Tcuku Umar - Kotaraja - JL Raden Intan -
JL Jend. A. Yani - JL Wolter Monginsidi - JL
Dr, Warsito - JL Hassanudin - JL Laks.
Malahayati — JL Ikan Tenggiri - JL Ikan
Sepat - JL RE. Martadinata - Terminal PPT
Lempasing.

- Pulang : sepanjang 20,49 km
Terminal PPI Lempasing - JL RE.
Martadinata - JL Ikan Sebelah - Jl. Ikan
Tenggiri - JL Wolter Monginsidi - JL RA.
Kartini - JL Teuku Umar-JL Sultan Agung -
Jl. Letjen Rya Cudu - Kampus 1TERA,

d. Kerailing - Ir. Sutami
- Berangkat : sepanjang 21,94 km

SLB Kemiling - JL Imam Bonjol - JL RA.
Kartini - Kotaraja - Jl. Raden Intan - JL
Jend. Sudirman - JL Gajahmada - JL
Pangeran Antasari - JL P. Tirtayasa.

- Pulang : sepanjang 22,59 km
Simpang Ir. Sutami - JL P. Tirtayasa - JL P.
Antasari — JL Gajahmada - JL Jend.
Sudirman - JL Jend. Ahmad Yani - JL
Kartini - Jl. Imam Bonjol- 1. T. Cik Ditiro -
Terminal Kemiling.

e. Rajabasa - PPÏ Lempasing
- Berangkat : sepanjang 23,53 km

Terminal Rajabasa - JL ZA. Pagar Alam - JL
Sumantri Brojonegoro ( UNILA ) - Jl.
Pramuka — Terminal Kemiling - JL Teuku
Cik Ditiro - JL Raden Imha Kesuma - JL
Prof. Hi. Agus Salim - Jl. Cut Nyak Dien - JL
P. Emir M. Noer - JL Basuki Rahmat - JL
W.R, Supratman - Jl. Kiyai Hasyim Ashari —JL R.E. Martadinata • JL Ikan Sebelah - PPI
Lempasing.

- Pulang : sepanjang 25,45 km
PPI Lempasing-JL RE. Martadinata - JL
Kiyai Hasyim Ashari-JL W.R. Supratman-
JL Basuki Rahmat - JL P. E.M. Noer — JL

ƒ Cut Nyak Dien -JL Prof. Hi. Agus Salim - JL
Raden Imba Kesuma - JL Teuku Cik Ditiro -
Terminal Kemiling - JL Pramuka - JL Z.A.
Pagar Alam -Terminal Rajabasa.

f. Kemiling - Panjang
- Berangkat : sepanjang 18,18 km
- SLB Kemiling - Jl. Imam Bonjol — Jl. R.A.

Kartini - Kotaraja - JL Raden Intan - JL
Jend, Sudirman - JL Jend. Gatot Subroto-
Jl. Yos Sudarso -Terminal Panjang.
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- Pulang : sepanjang 23,55 km
Terminal Panjang - Jl. Yos Sudarso - Jl.
Jend. Gatot Subroto — Jl, Jend. Sudirman-
Jl. Jend. A. Yani - Jl. R.A Kartini - Jl. Imam
Bonjol -Jl. Teuku Cik Ditiro -SLB Kemiling.

(2) Trayek Angkutan Perkotaan yang melayani
Angkutan Pengumpan atau Feeder antara lain
adalah :
a. Kemiling - Sukajaya 9

- Berangkat : sepanjang 12,73 km
SLB Kemiling - Jl. Raya Ganjaran - Jl. Bukit
Kemiling Permai Raya (BKPJ-JI. Kepayang-
Jl. Pramuka - Jl. Abdul Haq-JL Komarudm-
Jl. Nawawi Gelar Dalom - JL Gemini.

- Pulang : sepanjang 14,43 km
Jl. Gemini — Jl. Padat Karya — JL
Bhayangkara - JL Komarudin - JL Abdul
Haq - Terminal Rajabasa - Unila — JL Z.A.
Pagar Alam ~ JL Pramuka - JL Kepayang -
JL Bukit Kemiling Permai Raya (BKP) - Jl.
Raya Ganjaran - SLB Kemiling.

b. Kemiling-Tanjung Karang
- Berangkat : Sepanjang 9,32 km

SLB Kemiling - JL Teuku Cik Ditiro - Jl.
Raden Imba Kesuma - JL Sultan Badarudin
II - JL Kepodang - JL Sultan Badarudin - JL
Sisingamangaraja - Jl. Agus Salim - JL Cut
Nyak Dien - JL Kartini - JL Agus Salim.

- Pulang : Sepanjang 8,64 km
JL Hi. Agus Salim-JL Tamin-JL Antara-Jl.
Sisingamangaraja— Jl. Sultan Badarudin -
Jl. Kepodang-Jl. Sultan Badarudin II - Jl.
Raden Imba Kesuma-JLTeuku Cik Ditiro -
Perumnas Kemiling-SLB Kemiling,

c. Ir. Sutami -Tanjung Karang
- Berangkat : sepanjang 1 1,96 km

Ir. Sutami - JL P. Tirtayasa — Jl. Alimuddin
Umar - JL Campang Raya - JL HRM
Mangundiprojo - JL Yudistira - Jl. Putri
Balau - JL Antasari - JL Dosomuko - Jl.
Bima - JL Narada - Jl. Hanoman - JL Teuku
Umar - Kotaraja -Terminal Pasar Bawah.

- Pulang : sepanjang 10,90 km
Terminal Pasar Bawah — JL Pemuda - Ji.
Hayam Wuruk - Jl. Putri Balau - JL
Yudistira - JL HRM Mangundiprojo - JL
Campang Raya - JL P. Tirtayasa — Ir.
Sutami.

d. Kemiling - Rajabasa Raya
- Berangkat : sepanjang 12,60 km

Terminal Kemiling — JL Imam Bonjol - JL
Pagar Alam - JL Pumawirawan Raya - Jl.
Z.A. Pagar Alam - JL Untung Suropati — JL
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RA, Basyid.
- Pulang : sepanjang 11,95 km

JL RA. Basyd - Jl. Untung Suropati - JL
Z.A. Pagar Alam-Jl. Pumawirawan Raya — JL
Pagar Alam Jl, Imam Bonjol- Terminal
Kemiling.- e. Kemiling -Sukarame

- Berangkat : sepanjang 17,93 km
Terminal Kemiling - Jl. Imam Bonjol - Jl.
Pagar Alam - Jl. Teuku Umar — JL Urip
Sumoharjo-JL Endro Suratmin- Uin (1AIN)-
JL P. Sebesi (Via Permata Biru).

- Pulang ; sepanjang 14,89 km
Jl, P. Sebesi (Via Permata Biru) - UIN (IAINJ-
JL Endro Suratmin — Jl. Urip Sumoharjo -
Jl. Teuku Umar - JL Pagar Alam - Jl. Imam
Bonjol - JL Cik Ditiro - Terminal Kemiling.

f. Srengsem — Ir. Sutami
- Berangkat : sepanjang 11,78 km

Srengsem - Jl. Soekarno Hatta (Via PJR) -
JL Ir, Sutami

- Pulang : sepanjang 12,10 km
Ir. Sutami - JL Soekarno Hatta (Via PJR) -
Terminal Panjang- Srengsem.

g. Way Kandis-Tanjung Karang
- Berangkat : sepanjang 14,32 km

Way-Kandis - JL Ratu Dibalau - JL Ki Maja-
Jl. Urip Sumohaijo - JL Pahlawan — JL
Teuku Umar JL Dr. Sam Ratulangi - JL
Imam Bonjol - Jl. Tamin - JL Cut. Nyak
Dien - JL RA. Kartini - JL H. Agus Salim.

- Pulang : sepanjang 13,36 km
JL H. Agus Salim - JL Tamin - Jl. Imam
Bonjol — Jl. Sam Ratulangi - JL Pagar Alam-
JL Teuku Umar - JL Pahlawan - Jl, Urip
Sumoharjo — JL Ki Maja - JL Ratu Dibalau -
Way Kandis.

h. Way Kandis-Tanjung Gading
- Berangkat : sepanjang 14,44 km
- Way Kandis — Jl. Ratu Dibalau - JL P.

Damar — JL Ryacudu - JL P. Tegal - Jl.
Legundi - JL P. Tirtayasa-JL P. Antasari —JL Ridwan Rais - JL Yasir Hadibroto - Jl.
Perintis Kemerdekaan - JL Jendral Gatot
Subroto - Jl. Jend. Sudirman - JL Gajah
Mada,

- Pulang : sepanjang 15,52 km
JL Gajah Mada-JL Perintis Kemerdekaan -

Jl. Yasir Hadibroto - JL Ridwan Rais — JL P.
Antasari - Jl. P. Tirtayasa - JL P. Legundi -
JL P. Tegal - Jl. Ryacudu - JL P. Damar- JL
Ratu Dibalau -Way Kandis.
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Paragraf 3
Tarif Angkutan Perkotaan

Pasal 7

(1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam. Trayek terdiri atas:
a. tarif kelas ekonomi; atau
b. tarif kelas non ekonomi.

(2} Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan meialui Keputusan
Walikota.

(3} Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan
Angkutan Umum atas persetujuan Dinas
Perhubungan,

Paragraf 4
Perizinan

Pasal 8 '

(1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum dalam trayek maupun
tidak dalam trayek diberikan setelah mcmenuhi
persyaratan :
a, admnisitrasi; dan
b. teknis.

(2) Izin penyelenggaraan berlaku 5 {lima) tabun sejak
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a, angkutan umum perkotaan dengan

menggunakan bus «elama 5 (lima) tahun pada
tiap periode sesuai dengan umur
kendaraannya;

b. Untuk angkutan umum perkotaan non bus
selama 5 (lima) tahun pada periode pertama
dan kedua. Dan selama 2 (dua) tahun pada
periode ketiga sesuai dengan umur
kendaraannya,

(3) Kartu Pengawasan wajib diperbaharui setiap 1
(satu) tahun sekali sejak diterbitkannya Kartu
Pengawasan.

Pasal 9

Persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
a, memiiiki Akte Pendirian Perusahaan atau

Perubahan Terakhir;
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b. memiliki Bukt! Pengesahan oleh Badan Hukum dari
Kementerian Hukum dan HAM;

c. memiliki S1UP;
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
f. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
g. r memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan untuk

memenuhi Seluruh Kewajiban sebagai Pemegang
Izin Penyeïenggaraan;

h. memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki
atau bekeijasama dengan Pihak lain;

i. memiliki Surat Perjanjian dengan Pemilik
Kendaraan dan Anggota Badan Hukum dengan
Perusahan Angkutan Umum Perkotaan yang
berbentuk Badan Hukum;

j. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan.

Pasal 10

(1) Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasa! 8 huruf b meliputi :
a. memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
b. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan

bermotor.

(2) Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan
sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) huruf a
harus memenuhi unsur :
a. Keamanan terdiri dari :

I) identitas kendaraan yang meliputi nomor
kendaraan dan nama trayek berupa stiker
yang ditempel pada bagian depan dan
belakang kendaraan;

2) bagi pengemudi memuat identitas awak
kendaraan yang melipuu pakaian seragam
dan dilengkapi dengan identitas nama
pengemudi dan perusahaan serta
menempatkan papan /kartu identitas nama
pengemudi, nomor induk pengemudi dan
nama perusahaan di ruang pengemudi dan
untuk kondektur mengenakan pakaian
seragam dan dilengkapi identitas nama
kondektur dan perusahaan;

3) lampu penerangan di dalam mobil bus dan
mobil penumpang umum yang berfungsi
dan sesuai dengan standar teknis;

4) kaca film untuk mengurangi cahaya
matahari secara langsung paling
geiap 30%;

5) lampu isyarat tanda bahaya berupa lampu
wama kuning terpasang diatas pada
bagian tengah dan belakang di dalam
kendaraan dan tersedia paling sedikit
2(dua) tombol yang dipasang diruang
pengemudi dan ruang penumpang.



b. Keselamatan terdiri dari :
1) awak kendaraan yang memenuhi :

a) standar Operasional Prosedur (SOP)
pengoperasian kendaraan; dan

b) kompetensi
2) Sarana yang memenuhi :

a) palu pemecah kaca paling sedikit 2
(duaj buah;

b) Alat Pemadam Api Ringan (APARJ 1
(satu.) unit;

c) lampu senter 1 (satu) unit;
d) alat perlengkapan Pertolongan Pertama

Pada Kecelakaan (P3K) 1 (satu) kotak;
e) Informasi keadaan darurat berupa

stiker Nomor Telepon dan/atau SMS i
Pengaduan yang ditempel pada tempat
yang strategis dan mudah dilihat;

f) Fasilitas Pegangan (Handgrip) bagi
penumpang berdiri untuk Angkutan
Massal.

3) Prasarana yang memenuhi fasilitas
penyimpanan dan pemebharaan kendaraan
yang dapat menampung kendaraan yang
dimiliki.

e. Kenyamanan terdiri dari :
1) daya angkut

a) -bus sedang total 30 (24 duduk dan 6
berdiri);

b) mobil penumpang umum total 8
(delapan) termasuk pengemudi;

c} jumiah penumpang yang diangkut
paling tinggi 100%.

2) fasilitas pengatur suhu ruangan
a) ekonomi dilengkapi dengan kipas

angin;
b) non ekonomi diklengkapi AC (Air

Conditioner).
3} fasilitas kebersihan berupa tempat

sampah.
d. Keteijangkauan terdiri dari tarif angkutan

antara lain :
1) non Ekonomi sesuai dengan peiayanan;
2) ekonomi dapat diberikan subsidi.

e. Kesetaraan
1) tempat duduk prioritas bagi penyandang

cacat, manusia usia lanjut, anak dan
wanita hamil;

2) ruang tempat kursi roda dikhususkan bagi
penumpang yang menggunakan kursi roda;

3) diperuntukan bagi angkutan massal yang
menggunakan mobil bus sedang.

f. Keteraturan
I) Informasi peiayanan bensi ;

a) waktu Keberangkatan;
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b) waktu Kedatangan;
c) tarif;
d) trayek yang dilayani.

2) Waktu berhenti halte paling lama 60 detik.
3) Headway atau waktu rentang antar

kendaraan.
a) waktu Puncak paling lama 15 (lima

belas) menit;
b| diluar waktu puncak paling lama 30

(tiga puluh) menit.
4) Kinerja operasional paling sedikit 90 % dari

jumlah armada.

Pasal 1 1

(1) Kendaraan bermotor umum yang telah mcmenuhi
Standar pelayanan minimal angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek
diberikan stiker Standar Pelayanan Minimal
scbagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

(2) Stiker scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama 1 (satu) tabun dihitung sejak
tanggal penempatam

* Pasal 12

(1) Perusahaan wajib membayar Retribusi Izin
Penyelenggaraan atau Trayek pada Pemerintah
Daerah dan mcntaati segala ketentuan yang
berlaku.

(2) Perusahaan angkutan hanya diperkenankan
menguasai maksimal 50% kendaraan dari total
keseluruhan kendaraan dalam satu koridor atau
trayek, kecuali tidak ada perusahaan angkutan
yang berkenan melayani di koridor atau trayek
tersebut.

(3) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat
berkoordinasi dengan instansi terkait dan /atau
perusahaan angkutan yang berbadan hukum
untuk menjamin tersedianya angkutan perkotaan
baik angkutan perkotaan yang melayani jalan
utama maupun pengumpan atau feeder.

Paragraf 5
Subsidi Angkutan Umum Perkotaan

Pasal 13

(1) Subsidi angkutan umum perkotaan dapat
diberikan :
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a. berupa dana anggaran untuk membantu biaya
operasional kendaraan angkutan umum
perkotaan pada saat kendaraan beroperasi;

b. berupa pembebasan biaya perizinan yang
dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

(2). Subsidi angkutan umum perkotaan tetap
mempertimbangkan keuangan Pemerintah
Daerah.

(3) Subsidi angkutan umum perkotaan ini akan
diatur lebih ianjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak

Dalam Trayek

Paragraf 1
Taksi

Pasal 14

(1) Taksi yang melayani berjenis angkutan taksi
reguler.

(2) Angkutan taksi reguier sebagaimana dimaksud
pada ayatm merupakan taksi yang menggunakan
kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000
(seribu) centimeter cubic sampai dengan 1,500
(seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi
fasilitas standar pada kendaraan.

PasaJ 15

(1) Angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 wajib memenuhi pelayanan sebagai
berikut :
a. wilayah operas! pelayanan berada di dalam

kawasan perkotaan;
b. tidak beijadwal;
c. pelayanan dari pintu ke pintu;
d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna

jasa;
e. besaran tarif angkutan sesuai dengan yang

tercantum pada argometer atau pada aplikasi
berbasis teknologi informasi;

f. wajib memenuhi standar pelayanan minimal
yang ditetapkan;

g. pembayaran pada pelayanan angkutan taksi
yang dilakukan berdasarkan argometer
dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang
tercetak; dan

h. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi
berbasis teknologi informnsi.



(2) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan
orang dengan menggunakan Taksi dilakukan
berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada
argometer yang diiengkapi dengan alat pencetak
bukti pembayaran dengan berpedoman pada tarif
batas atas dan tarif betas bawah yang telah

* disetujui oleh Walikota yang sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Dalam hal pelayanan angkutan orang dengan
menggunakan taksi dengan pemesanan melalui
aplikasi berbasis teknologi informasi, pembayaran
dilakukan berdasarkan besaran -tarif yang
tercanturn pada aplikasi teknologi informasi
dengan bukti dokumen eletronik.

(4} Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan
Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Kendaraan yang dipergunakan melipuü :

1) mobil Penumpang sedan yang memiliki 3
(tiga) ruang; dan/atau

2) mobil Penumpang bukan sedan yang
memiliki 2 (dua) ruang.

b. Tulisan “ TAKSI “ dapat dibaca dengan jelas
yang ditempatkan di atas atap bagian luar
kendaraan dan harus menyala dalam keadaan
kosong dan padam apabila argometer
dihidupkan;

c. diiengkapi tanda nomor kendaraan bermotor
dengan warns dasar kuning tulisan hitarn atau
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. argometer yang disegel oleh instansi yang
berwenang dan dapat berfungsi dengan baik
serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. nama perusahaan dan/atau merek dagang,
serta logo yang ditempatkan pada pintu depan
bagian tengah, dengan susunan sebelah atas
adalah logo perusahaan dan sebelah bawah
adalah nama perusahaan dan/atau merek
dagang;

f. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan
di samping kanan tanda taksi;

g. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin
kendaraan, mudah terlihat jelas oleh
penumpang, yang dikeluarkan oleh
perusahaan Angkutan Taksi;

h. alat komunikasi sebagai penghubung antara
pengemudi dengan pusat pengendali operasi
dan/atau sebaliknya, baik secara audio,
visual, atau data;
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i. keterangan tentang biaya awal, kilometer,
waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan
pada sisi bagian dalam pintu belakang;

j* dilengkapi dokumen perjalanan yang sah,
berupa aurat tanda nomor kendaraan atas
nama badan hukum, kartu up, dan kartu
pengawasan;

k. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan
angkutan yang ditempatkan pada bagian
depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan,
dan bagian dalam kendaraan; dan

1. nomor pengaduan masyarakat yang
dicantumkan dibagian dalam dan/atau
dibagian luar kendaraan.

Pasal 16

(1) Pelayanan angkutan taksi dapat dipasang media
reklame dengan persyaratan sebagai berikut :
a. dipasang pada badan kendaraan dan tidak

mengganggu pandangan bebas pengemudi
serta identitas kendaraan;

b. dipasang membujur di atas atap kendaraan
memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat
ratus) milimeter dan ke belakang paling
panjang 1.000 (seribu) milimeter dan bagian
belakang dengan ketebalan 200 (dua ratus)
milimeter.

(2) Dalam hal pelayanan angkutan taksi dari dan ke
simpul transportasi lainnya, dapat diberikan
persyaratan tambahan setelah mendapat
persetujuan dari Walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Paragraf 2
Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Pasai 17

(1) Angkutan antar jemput, permukiman, carter dan
sewa yang beroperasi dalam daerah tidak
diperkenankan menaikan dan menurunkan
penumpang disepanjang koridor maupun trayek
angkutan umum.

(2) Angkutan karyawan wajib mematuhi peraturan
terkait kelas jalan yang akan diialuinya kecuali
memiliki izin tertulis dari Dinas.

(3] Angkutan orang dengan tujuan tertentu yang
berdomisili dalam Daereah wajib diregistrasi/
didaftarkan di Dinas terkait operasional, Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan uji laik jalan dengan
mematuhi peraturan yang teiah ditetapkan.
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Paragraf 3
Angkutan Orang Dengan Keperluan Pariwisata

Pasal 18

(1) Angkutan orang dengan keperluan pariwisata. tidak diperkenankan menikkan dan menurunkan
penumpang disepanjang kandor maupun trayek
angkutan umum.

(2) Angkutan orang dengan keperluan pariwisata
wajib mematuhi peraturan terkait keias jaian yang
akan dilaluinya keeuali memiliki izin- tertulis dari
Dinas.

(3) Angkutan orang dengan keperluan pariwisata
yang berdomisili dalam Daerah wajib diregistrasi/
didaftarkan di dinas terkait operasional, standar
pelayanan minimal (spm) dan uji laik jalan dengan
mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Paragraf 4
Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu

Pasal 19

(1) Angkutan . Orang di kawasan tertentu tidak
diperkenankan menikkan dan menurunkan
penumpang disepanjang koridor maupun trayek
angkutan umum.

(2) Angkutan orang di kawasan tertentu wajib
mematuhi peraturan terkait kelas jalan yang akan
dilaluinya keeuali memiliki izin tertulis dari dinas.

(3) Angkutan orang di kawasan tertentu yang
berdomisili daJam Daerah wajib diregistrasi/
didaftarkan di Dinas terkait operasiona lf Standar
Pelayanan Minimal (SPMj dan Uji Laik Jalan
dengan mematuhi peraturan yang telah
ditetapkan.

Paragraf 5
Perizinan

Pasal 20

(1) Permohonan izin bagi pemohon baru untuk
angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum tidak dalam trayek diajukan kepada
Walikota yang selanjutnya apabila telah
memenuhi syarat dapat diberikan Surat
Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang
tidak dalam trayek dan beriaku dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan.
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(2) Permohonan izin bagi pemohon baru untuk
angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum tidak dalam trayek yang ditolak diberikan
Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7
(tujuhj hari kerja sejak dokumen diterima.

(3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar pengajuan rekomendasi
tanda nomor kendaraan bermotor umum
dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan
bermotor kepada Walikota.

(4) Setelah mendapatkan STNK angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum wajib
melaksanakan uji laik jalan dan pemeriksaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 21

Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Izin
sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 20 ayat (1),
wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Dinas

Perhubungan Provins!;
b. Akte Pendirian Perusabaan dan/atau perubahan

terakhir;
c. Bukti Pengesahan sebagai Badan Hukum dari

Kernenkumham,
d, SIUP dan/atau TDP yang masih berlaku;
e. NPWP
f. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh

Pejabat yang berwenang;
g. Basil Uji Laik Jalan yang masih berlaku;
h. Memiliki lahan untuk tempat penyimpanan/

penampungan kendaraannya dan juga dapat
diberikan fasilitas tambahan berupa bengkel,
tempat pencucian kendaraan maupun kantor.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 22

(1) Perusahaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum yang berdomisili dalam Daerah
wajib Berbadan Hukum Indonesia yang memiliki
izin penyelenggaraan Angkutan Umum
Penumpang yang dikeluarkan oleh Dinas.

(2) Badan Hukum Indonesia yang akan melakukan
kegiatan penyelenggaraan Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib
didaftarkan di Dinas untuk mendapatkan
perizinan penyelenggaraan sesuai dengan
keLentuan yang berlaku-
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Pasal 23

(1) Pengawasan tcrhadap pemenuhan persyaratan
perizinan angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum dalam trayek maupun tidak
dalatn trayek meliputi:

< a. dokumen perizinan;
b. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang

menjadi tanggung jawab perusahaan;
c, jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin

yang diberikan;
d. tanda identitas perusahaan angkutan umum;

dan
e. tanda identitas awak kendaraan angkutan

umum

(2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan
teknis dan laik jalan Kendaraan Bcrmotor
meliputi:
a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan

bermotor;
b. fisik kendaraan bcrmotor; dan
c. standar pelayanan minimal.

BAB 111
ANGKUTAN BARANCj

Pasal 24

( 1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bcrmotor
dilakukan dengan mobil barang.

(2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud
ayat 1 (satu) terdiri dari :
a. Pengangkutan Barang Umum;
b. Pengangkutan Barang Khusus;
c. Pengangkutan Peti Kemas;
d. Pengangkutan Alat Berat;
e. Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3).

Pasal 25

Kendaraan Angkutan Barang yang memiliki jumlah
berat yang diperbolehkan (JBB) di atas 5.000 kg (5 ton)
hanya diperbolehkan beroperasi pada ruas jalan
sebagai berikut :
a. Kendaraan yang datang dari atau menuju arah

selatan Juar Daerah harus melalui rute sebagai
berikut :
1) JL Soekamo Hatta - <JL Teluk Ambon - Jl. Yos

Sudarso — Jl. Laksamana Malahayati - Jl.
Tenggiri - JL Laks. Martadinata ke Padang
Cermin.
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2) JI. Soekarno Hatta - JI. Teluk Ambon - Jl. Yos
Sudarso - JL Laks. Malahayati - Jl. KH. Hasyim
Asyari - Jl. WR, Supratman -JL Basuki Rahmat
— JL P. Emir M. Noor — Jl. Cut Nyak Dien - JL
Agus Salim - Jl. Sisingamangaraja - JL Imam
Bonjol ke Kota Agung.

, ATAU
Jl. Soekarno Hatta - JL ZA. Pagan Alam - JL
Pramuka - Jl. Imam Bonjol - Jl. Ke Kota Agung,

3) Jl. Soekarno Hatta terus menuju arah
KotaBumi (atau sebaliknya).

4) JL Soekarno Hatta - Jl. Prof. Dr. lr. Sutami ke
Sribawono (atau sebaliknya).

b. Kendaraan yang akan datang dari atau menuju
kearah Utara luar Daerah hams melalui rute
sebagai berikut :
1) Jl. Soekarno Hatta - JL ZA, Pagan Alam - JL

Pramuka - Jl. Imam Bonjol kearah Kota Agung
(atau sebaliknya).

2) JL Soekarno Hatta - Jl. ZA. Pagar Alam - JL
Pramuka - JL Imam Bonjol - Jl.
Sisingamangaraja — Jl. Agus Salim - Jl. Cut
Nyak Dien - Jl. P. Emir M. Noor - JL Basuki
Rahmat - JL Wr. Supratman - Jl. KH. Hasyim
Asyari - Jl. Laks. Martadinata ke Padang
Cermin (atau sebaliknya).

3) JL Soekarno Hatta terns menuju arah
Bakauheni (atau sebaliknya).

4) JL Soekarno Hatta — JL Prof Dr, Jr. Sutami
kearah Sribawono (atau sebaliknya).

c. Kendaraan yang datang dari atau menuju kearah
Timur luar Daerah harus melalui rute sebagai
berikut :
1) JL Prof. Dr. Ir. Sutami - JL Soekarno Hatta

kearah Kota Bumi (atau sebaliknya),
2) JL Prof, Dr. lr, Sutami - JL Soekarno Hatta - Jl.

ZA. Pagar Alam - JL Pramuka - JL Imam Bonjol
kearah Kota Agung (atau sebaliknya).

3) Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami - JL Soekarno Hatta ke
Bakauheni (atau sebaliknya),

4) Jl. Prof, Dr. Ir. Sutami — JL Soekarno Hatta - Jl.
Teluk Ambon - Jl, Yos Sudarso - JL Laks.
Malahayati - Jl, Ikan Tenggiri - JI. Laks.
Martadinata ke Padang Cermin.

ATAU
5) Jl. Sultan Agung - JL Soekarno Hatta ke Kota

Bumi (atau sebaliknya).
6) JI. Sultan Agung - JL Soekarno Hatta - Jl. ZA.

Pagar Alam - Jl. Pramuka - Jl. Imam Bonjol ke
Kota Agung (atau sebaliknya).

7) Jl. Sultan Agung — JL Soekarno Hatta ke
Bakauheni (atau sebaliknya).
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8) Ji. Sultan agung- JI. Soekamo Hatta - JI. Teluk
Ambon - Jl. Yos Sudarso - JI. Laks. Malahayati
- JI. Ikan Tenggiri - JL Laks. Martadinata ke
Padang Cermin.

d. Kendaraan yang akan datang dari atau menuju
kearah Barat luar Daerah harus melalui rule

> sebagai berikut :
1) JI. imam Bonjol - Jl. Pramuka - JL ZA. Pagar

Alam ke Kota Bumi [atau sebaliknya).
2) Jl. Imam Bonjol - JL Pramuka - JL ZA. Pagar

Alam - JL Soekamo Hatta - JI. Prof. Dr. lr.
Sutami ke Sribawono (atau sebaliknya).

3) JL Imam Bonjol - JL Pramuka — Jl. ZA. Pagar
Alam - JL Soekamo Hatta ke Bakauheni (atau
sebaliknya).

4) Jl. Imam Bonjol - JL Teuku Cik Ditiro - JL AR.
Radin Imba Kusuma - JL AR. Maulana - Jl. MS.
Raja Kusumayuda — Jl. P. Emir M. Noor — JL
Basuki Rahmat - Jl. Wr. Supratman - Jl. KH.
Hasyim Asyan - JL Laks. Martadinata kearah
Padang Cermin (atau sebaliknya).

5) JL. Laks. Martadinata - JI. KH. Hasyim Asyari -
JL WR. Supratman - Jl. Basuki Rahmat - JL P.
Emir M. Noor - Jl. MS. Raja Kusumayuda— JL
AR. Maulana - JL AR. Radin Imba Kusuma - JL
Teuku Cik Ditiro - J]. Imam Bonjol - JL
Pramuka - JL ZA. Pagar Alam ke Kota Bumi
(atau sebaliknya).

6) JL Laks. Martadinata - JL Ikan Tenggiri - JL
WR. Supratman -JL Patimura -JL Hassanudin-
JL WR. Supratman - JL Yos Sudarso — Jl. Teluk
Ambon -Jl. Soekamo Hatta ke Bakauheni.

7) JL Laks. Martadinata - JL Ikan Tenggiri - JL
WR. Supratman-Jl. Patimura-JL Hassanudin-
Jl. WR. Supratman — JL Yos Sudarso - JL Teluk
Ambon - JL Soekamo Hatta - JI. Prof. Dr. Ir.
Sutami ke Sribawono.

Pasal 26

(1) Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
berlaku sesuai dengan data yang tertera pada izin
yang diberikan oleh Walikota.

(2) Setiap kendaraan angkutan barang wajib
melaporkan apabila teijadi perubahan pemilikan
dan domisili.

(3) Apabila dalam tempo 30 (tiga puiuh) hari tidak
melaporkan seperti dimaksud pada ayat (2) di atas
maka izin yang diberikan nyatakan tidak berlaku.
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Pasal 27

(1} Pada kondisi tertentu kendaraan angkutan barang
yang mcmiliki JBB di atas 5000 kg (5 ton) dapat
melewati ruas jalan di dalam Daerah setelah
mendapat izin dispensasi jalan yang dikeluarkan

r oieh Pemerintahan Daerah melaiui Dinas,

(2) Izin Dispensasi dilengkapi dengan Kartu
Pcngawasan dan Pemasangan Stikcr khusus pada
setiap unit kendaraan yang diberi izin Dispensast,

(3) Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 24
untuk kendaraan Pemerintahaan/ Militer/ Dinas
dan angkutan Bahan Bakar Minyak rayon dalam
Daerah,

Pasal 28

Pengaturan lintasan angkutan barang agar diikuti
dengan pemasangan rambu petunjuk, rambu
perintah, dan rambu larangan.

Pasal 29

Bagi kendaraan angkutan barang yang melanggar
ketentuan tentang lintasan angkutan barang akan
ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 30

Kegiatan bongkar muat barang dapat dilakukan pada
malam hari yaitu pukul 18,00 WTB sampai dengan
pukul 06.00 W1B dengan terlebih dahulu mendaftarkan
kegiatannya di Dinas.

BAB IV
RETRIBUS] IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi
atas pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah Daerah

Pasal 32

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin
kepada Kendaraan yang melayani angkutan
penumpang umum perkotaan pada suatu atau
beberapa koridor maupun trayek tertentu.
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Pasal 33

Subjek Izin Trayek adalah Badan Hukum yang
memperoleh Izin Trayek dari Pemcrintah Daerah.

Bagian Kedua
r Struktur dan Besamya Tarif

Pasal 34

Struktur besamya tarif retribusi izin trayek ditetapkan
sebagaimana berikut :
1. Mobil penumpang umum/ : Rp. 350.000,-

Angkutan Kota.
2. Taxi : Rp- 450.000,-

3. Bus AC
a. bus kecil ' ^P- 750,000,-

b bus sedang . Rp 750.000,-
4. Bus non AC

a, bus kecil
b. bus sedang

: Rp. 750.000,-
: Rp. 750.000,-

Bagian Kedua
Masa Rctribusi

Pasal 35

(1) Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu yang
lamanya adalah 5 (lima) tahun, dengan kewajiban
melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya,

(2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk pengendalian dan
pengawasan perizinan dan tidak dikenakan
retribusi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Femerintah Daerah, Perusahaan Angkutan Umum
dan Perusahaan Aplikasi berbasis Teknologi
Informasi di bidang Transportasi Darat wajib
menyesuaikan dengan ketentuan daiam
Peraturan Walikota ini daiam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

(2) Segala perizinan yang telah dikeluarkan tetap
berlaku sampai dengan habisnya masa perizinan
tersebut.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :
a, , Ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun 2011 Nomor 07);

b. Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 6 Tahun
1985 tentang Pola Angkutan Umum Dalam
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung,

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal ftfl

Pit.WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

dto

MUH A M MA D YUSUF KOHAR

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

' Drs.BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR M
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